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Komisi IV Tegaskan Evaluasi
Menyveluruh Kebijakan Pupuk
Bersubsidi

crua Komisi I'V [Dewan
Perwakilan Rakyat
cpublik Indonesia

(DIPR. RI) Sudin mencgaskan

agar evaluasi menyeluruh
pelaksanaan kebijakan pupuk
bersubsidi segera  dilakukan

IPasalnya. anggaran sebesar
R p 30 rriliun untuk program
pupuk subsidi  masibh belum
cefekeif meningkatkan produk-
tivitas para petani Indonesia.
“Isu ini kerap kali menjadi

ropik pemibahasan dalam
pelaksanaan kebijakan pupuk
bersubsidi, baik di = rapar
kerja maupun  rapat dengar

pendapac, apa tindakan vang
sudakh dilakukan?”

rtegas
Sudin saar membuka rapac
dengar pendapar  membahas

permasalahan pupuk i
Gedung MNusantara, Scnayan,
Jakarta. Kamis (3/2/2022).
Berdasarkan
vang diterima, Sudin
rerdapat sejumlal
permasalahan penyaluran

informasi
menja-
barkan

pupuk bersubsidi. [Diantaranya.
kerersediaan pupuk yang vidak
sesuai dengan musim tanam,
dara pada <-RDKK

{Rencana Detinitit Keburmhan

validivas

Kelompok).
pupuk ilegal,

precdagatagai
hingga prakrik

penjualan  pupuk  bersubsidi
secara feerclirng dengan produk
prertanian.

“Kalau otak enggak benar,
va sudah enggak benar saja.
Mau pakai cara apa pun, va

enggak bvisa. Ini mungkin
wnggak. dalam  wakou  dekan
ini Kemcenrerian I'erranian
{Kementan)  membuatr tero-
bosan uncuk meng-colfoos
data dula  yang mana  saja

berhak mendapackan

pupulk

bersubsidiz™ tanyanya.

Pertanyakan alokasi

I2i sisi lain, politisi Parcai
PII-Perjuangan itu juga
mempercanyakan alokasi
pupuk bersubsidi pada sektor
perikanan ridak ada
kejelasan dalam penyalurannwa._

MMoengetahuai koordinasi
wvang rtidak sinkron. Suadin
menekankan uncuk memisah-

yang

kan ranggung ja
masing stakobolder vang terlibac
dalam  penvaluran  pupuk
bersubsidi. Ancar-stakololdor
adi jelas tupoksinwa,
gus ridak lempar
rangguing jawals.

Oleh
Sudin, DPR akan mengundang
pihak rerkair seperti Sekjen

b masing-

saling

karcna itux, tegas

Kemenran RI, Dirjenn Sarana

dan Prasarana Pertanian
Kamenran, Kepala Badan
P'enypalub dan Pengembangan
SIOM Pertanian Kemencan,
Dyirjenn Perikanan Budi [Dayva
KKP, dan Dirur PT Pupuk

Indonesia.
"Klita minta segera dibenahi
RIDKK sckaligus menindak
keterlibatan oknum distributor
pupuk oli masing-rmasing
wilayah Indonesia,” paparnya
Menanggapi hal cersebur,
Diirckrur Jenderal Prasarana dan
Sarana DPertanian Kemenran
Ali Jamil menjelaskan tindak
lanjur Kemenoan rerhadap
rekomendasi Tim Panja Pupuk
Bersubsidi Komisi IV DPR
BRI berupa mengusahakan
perani  dengan kurang
dari 2 hekrar mwencrima pupuk
bersubsidi. menentukan
Pprioritas

lahan

penerima  pupuk
bersubsidi berdasarkan  kebu-
tuhan  pangan pokok dan
komoditas rerdampalk  intlasi,
mengusulkan penambahan
anggaran  hingga

mekanisme

|Y:l‘;711}\'|15ll!]
pendacaan
bersubsidi
dircrapkan.

pupuk
alokasi

penorima
scevelah

[ADVA]
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